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Al-Qada’ dalam Perspektif Siyasah menurut Pandangan al-Mawardi
Mishabwddin *

Abstrak

Mennrnr al-(Meward: ada liguly syaral wutnfe meijadi hatin: 1 ) 1 akidaki
dan lidak boleh dijabat olel) seorang wavita; 2) Menspmiyai akal: 3) Merdeta dan
bukay budak; 4) Lslaw; 5) Adil; 6) Sehat pendengaran dan penglibatan; dun 7)
Mengetabni huknrn-bukury syaa. Sab atan tidakya pen gan ghkatan seorat g hakinm
sangat berkwbnngan dengan pemyalaan dar pengnasa (mualli) dengan pernyetan’!-
pernyataan ymg jelas (syanf) atan fiasan (kinayah).

Seentara tigas dan keweythan baking adalal  sennitnstan persel isihan,
pertengkeren dav rwendamialRamiya,  wenjadi wali - bagi orang yang fidak bisa
bertindak, mengelola  harla  wakaf,  nwelaksanakan  wasiat-wasi ot yang  telal
diaranalifeann ya, neent kablean  gadisgadis — sefernfit, el aksanakan hudud,
nieriRivkan kentaslabatan st den menyayakan keducikan seliap orang d mata
itk secara adil, Adapun hukury prervinta Jabatan bakini, wlama sepakart fidak
rienibalehiban, kalan fijuannya wilnke 1ieiyonbongkan din dan kepentingan pribadi
Semata, letapi kalcn I juaniya anlne riene gaklean kebenciran dan diseriar niat yang

bark, raker hal 1 ersel s diboleblay.

Kata kunck: a/-Qadd, wgas, kewajiban, keputusan.

A. Pendahuluan
Perimasalahan pokok yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah
“Bagaimana al-Qadha dalam  perspekdf Siyasah menurut al-Mawardi.
Permasalahan  pokok yang akan dibabas  dalam  rtulisan ini  adalah
bagaimana al-Qadha  dalam perspektf  siyasah  menurut  al-Mawardi
Hukum memegang peranan kunct dalam  menciptakan keseimbangan
tatanan dalam segala hal, baik kapasltab‘nya_ daJam sebuah Negara atau
dalam skala global yang menyangkut hukum Ingernasional. Pada dasarnya,
hukum merupakan inti peradaban suatu bangsa dalam arti yang paling
murni dan mencermintkan jiwa bangsa sccara lebih jelas dari lembaga
apapun. Bagi wmat Islam syari'at ac.ialah. “tugas umat manusia secara
menyeluruh”  meliputi moral, teologl, ctika pembinaan umar, aspirasi

# Universitas Eslam Neger Alauddin Makassar. ‘
IAS. Dimmnon, [ire/wion of 1aw and Order, (Oxtord: Oxford University Press,

1949), p. 303,
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482 Misbahuddin: A/-Qudd dalon Perspektif Siyasab menrit Pandangen al-Menrards

spiritual, ibadah formal dan ricual yang rinci. Syarah mencakup seluruh
aspek hukum publik dan perorangan, kesehatan bahkan kesopanap dan
pembinaan budi® Syar’at merupakan pedoman  dalam hubunganny?
dengan Allah s.w.t., sesama, dan 1in|gkungan hidupnyaf‘ Gibb menyatakan
bahwa syari'at adalah hukum Allah st yang paling efektif untuk
membentuk tatanan sosial dari segala macam gejolak politik.” Syafiat yang
telah menjadi sistem doktrin yang independen, akan menimpulkan
perpecahan atau konflik antara pemegang kekuasaan dengan para ulama,
jika syariat terabaikan dalam suatu negara.’ Bagl umat Islam, telah menjadi
kepercayaan yang mendalam bahwa otoritas kedaulatan tertinggi terletak
di tangan Allah saw.t? Dengan demikian, keimanan pada Islam secara
obyektif ditentukan oleh pemegang kewenangan, bahkan secara subyckﬂF
ditentukan oleh orang yang Dersangkutan,” walaupun ada | keben?ran
politk dan sosiologis dalam aktualisasi syarPah ke dalam dunia prakus,
namun demikian sosio-kultural tidak dapat diabaikan. :

Iilan vital hukum bagi umat Islam sebagai manifestasi paling tipikal
dan konkrit dari 1slam sebagai sebuah agama_‘“ Islam yang tertuang dalam
al-Qur'an dan hadis sebagai standar hukum, bersifar akomodatif terhadap

dinamika sosio-kultural yang ada. legislasi akwal dari al-qur'an dan hﬂdlﬁ
sebagian telah menerima kondisi sosial yang ada schagai batasan rujukan:

Progresivitas slam yang akoimodatf terlihat sejak awal turunnya al-Qur'an
yang dimanifestasikan oleh otoritas Muhammad s.a.w. secara independe?

il’nzlu'r .]{F\lxman, I, (Chicago: Chicago University Press, 1979), 1
Definisi ini dijelaskan oleh Mahmud Syaltut bahwa syari’at adalah
atau peraturan yang diturunkan oleh Allah s, kepada manusia ot
pcd.nman (!ﬁlnrﬁ bubungannya sccara tiga dimensi. 1ihat Mahmud Sy
Aqidah ;m Syari'ab, (Mesir: Dar al-CQalam, 19606), p. 12. '
FLAR. Gibh, Mubonmmadanisn: A Historical Survey, (Oxford: Oxfgrd Univers
Press, 1953), p. 11, ‘
i Nod J. Coulson, A | tistory of Islanue 1.em, (Lindinburg: Vandinbfrg University
Press, 1964), pp. 105-106. i
o LAR. Gibb, Mubanimadarisis, p. 39, i salah satu wema pokok aljju™an S
dnun]ul:nn dalam betbagai ayat yang tak terhitung jumlahnya.
o Nu man‘/\. al-Sanara’, Abkary of Murtad fi al Syariat allslaniyyab,
Arabtyyah bal-Taba'at wa al-Nasyr wa al- Caw, 1968), p. 216.

Wb ) :
i Joseph Schachy, an btraduction to Islamic 1 e, {London: The Clarcdon

101,

hukum Allah
ik dijadikan
lut, Afdsdaamn

airue: a2l

ress, 1970, P

Wige . st -
[ | Iazlur Rahman, Isfa, P- 53 Kedudukan institut Islam ini tida® semata-ma '
el i - i o
e : ngLm Suatu agama terapi yuga suatu koMunitas sosial dalam skala besar yang fert
xrkembang dalam reatang sejarah, Kontinuitas wmum antara instiwsi normatf Jan
masyarakat tersebur adal

ah i . . . ; ik
et ah jaminan sebenarnya dari syari’ah, 11al ini sangat penting untt
Crmahsg los ek . .

i teks-teks nonmatif unruk dreksprestkan dalam bentuk akeual.
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Misbahuddin: A/-Qadd dalam Perspekss fSiyasab mensrut Pandan gan al-Mawardi 883

di luar al-Qur’an terutama dalam kedudukannya sebagai tuntunan moral
melalui jjtihadnya."”

Pada kenyataannya figh sebagai perwujudan konkrit dari hukum
Islam dan dipandang sebagai hukum yang menjadi pedoman dalam
berprilaku dan siap dijadikan Fedoman dalam pengambilan hukum di
pengadilan oleh para hakim.” Dalam proses yang demikian, setiap
keputusan pengadilan pada hakikatnya didasarkan pada pendapat ulama
sebagai hasil kutipan dari kitab-kitab klasik yang dijadikan rujukan, baik
yang herkaitan dengan hukum materialnya maupun hukum formalnya.
Pengambilan dasar hukum dati berhagai kitab figh yang beraneka ragam
menimhulkan keputusan pengadilan yang heraneka ragam pula, meskipun
dalam persoalan yang sama. " Kondisi semacam ini menimbulkan adanya
ketidakpastian hukum sehingga mendorong untuk menghimpun hukum
Islam sebagai satu kesatuan yang seragam dan tersusun secara sistematis.
Di Indonesia, usaha telah dilakukan baik pada masa kolonial Belanda
sampai pada masa Orde Baru, hasil akumulasi para fugaba ini telah
dijadikan pedoman dalam menyelesaikan perkara yang diajukan ke
pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama di seluruh Indonesia.

B. Definisi al-Qodho'/ sLaill

Kata s«ail adalah bentuk masdar yang herartiy keputusan atau
penetapan, sebagaimana Allah sw.t. berfirman: jaid G & 26 “mgkg
putuskaniah apa yang kamu putuskar’ maksudnya yaitu buatlah hukum dan
putuskanlah, itu sebabnya. Hakim atau Qadhi disebut 2@l karena dia
memutuskan dan melaksanakan keputusan.'

Kata ¢Laill berasal dati akar kata a3~ oai- Lii- L3 sementara kata

= itu sendiri mempunyai beberapa makna, sebagaimana di bawah ini:

2], Schacht, an Introduction, p. 10. Pera{l Nabi dalam me mbangun standar prilaku
ditunjukan oleh pefannya sebagail pengambil keputusan. politik dengan menunjukan
berbagai konsekuensi hukumnya. Lihat N.J. Coulson, 4 History, p. 11.

13 Cik Hasan Bisti, Peadian Islam; Dalwr "Iatanan Masyarakat Indonesia, Cet. 1,
(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1997), p. 102.

1 Sebagai akibat dati sikap dan prilaku para hakim yang mengidentikkan figh
dengan syari'ah atau hukum Islam akan melahitkan benfbagaj produk putusan, Pengadilan
Agama sesuai dengan latar belakang mazhab yang dianutnya. Terbentanglah putusan-
putusan Pengadilan Agama yang sangat diparitas antara putusan yang satu dengan
putusan yang lain dalam kasus yang sama.

15 Lihat iy s Lo oY (S S>3 ity Abu Husain Ahmad bin Faris bin
Zakariyah, Mujam Magayis al-1 ughah, Cer. 1, (Bettut: Dar Thya al-Turats al- Arabiy, 2001)

p. 861.
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a. mengerjakan sesuatu dengan sempurna, menguatkan menckuni dan

melaksanakannya. Allah s.w.t berfirman: cwe 3 oty ORI BT “maka

Dia menjadikan tujuh langit dalam dua masa”, maksudnya adalah
menyempurnakan penciptaannya.

b. menetapkan, memutuskan, melerai atau memisahkan' contoh: oy =3
ettt memutuskan atau memuisahkan antara dua orang yang berselisih.

Orang yang memutuskan perkara dan memisahkan orang yang
berselisih disebut 26 hentuk jamaknya adalah e |

c. memerintah sebﬂgaimana firman Allah s.w.t. :

oWl Wy W sk, iy

“Dan Tuhanmu memerintabkan kamu uncuk tidak menyembah selain
Dia™,

d. menunaikan, seperti menunaikan shalat, haji dan fiutang.  Atau
melunasi, seperti seorang yang berhutang melunasi hutangnya.

. menghabiskan, seperti dalam kalimat: ia menghabiskan semua air
matanya.

f.

menentukan dan membuat sesuatu, memperoleh sesuatu dan =8

diartikan juga mati atau meninggal, seperti ia telah meninggal.
Sementara itu, kata L= mempunyai beberapa perubahan bentuk

yaly menjadi: 1). kata o3 mengandung arti mengajukan di depan hakim;

2). kata = menjadikan scbagaj 5% (hakim) seperti: pemerintah atau
Penguasa menjadikan sescorang hakim;

" brahim Anis, o @, al-Mujam al¥ asit, Juz. 1 (Cex. I, Qairo: tp, 1972), p. 742.
¢ Dalam al-Quran ditemukan sebPanyak 60 kali, beatuk pengcrunaan kata -
dengan beberapa derivasinya, klasifikasi tersebur adalah: (1) Yang sewazan dengan &

herjumlah 12 kali; (2) yang scwazan dengan o= berjumilah 2 kalg (3) yang sewazan
dt:ngan {-'—_-«-25 bcrjumlah 2 l\ﬂ]l, (4) yang sewazan dtngan [E 1)Cr']umlah 4 kah, (5) yang,

sewazan eai berjumlah 1 kali; (6) yang sewazan dengan a3 berjumlah 2 kali; (7) yang
sewazan dengap t.aid berjumlah 1 kali; (8) yang sewazan dengan .25 berjumlah 1 kali
(%) yang sewazan dengan 2k berjumlbah 6 kali; (10) yang sewazan dengan a8 berjumlah
1 kal, (11 yang sewazan dengran w5l hetjumlah kali; (12) yang sewazan dongran o=
berjumlah 19 kali; (13) yang sewazan dengan o berjumlah 1 kali: (14) yang scwazan
dengan =i berjumlah 3 kali; (15 yang sewazan dengan 6 berjurntab 1 kali; (16} vang
sc'wazan dengan asl betjumlah | kals (17) yang sewazan dengan =i berjumlah 2 kali
1] ;Siinez/if;h;r[:{::':;ﬂ' Fugd Abdu al-Bagiy, Mty al-NMeiferbras § ald wghi al-Qur'an, (1c,
© Maktabat Dahlan, cth). h. 694-695.
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3). kata ololis — 23} berarti: meminta melunasi utang;
4). kata - 23] berart terputus,
5). kata 2i.4 berarti meminta menjadikan hakim.?

Berkaitan langsung dengan persoalan jabatan hakim, maka dapat
dipahami bahwa dalam persoalan memutuskan perkara, seorang hakim
harus memahami betul persoalan yang diperselisihkan, sehingga dapat
mengambil keputusan yang tepat, menjalani tugasnya dengan baik dan
sempurna. Seorang hakim adalah orang yang dapat menjadi penengah dan
menyelesaikan persoalan terhadap dua orang yang berperkara yang tak
hanya mengambil sebuah keputusan, akan tetapi juga berusaha meleraikan
dan kalau perlu mendamaikan dua orang yang berperkara. Jabatan seorang
hakim merupakan amanah yang harus ditunaikan dan dilaksanakan dengan
baik sama dengan menunaikan ibadah shalat, puasa, zakat dan haji.
Seorang hakim dituntut dalam menjalankan tugasnya untuk dapat
menyelesaikan sebuah perkara dengan tuntas.

Seorang hakim dalam bahasa Arab disebut =Wl yang berarti: 1).

orang yang memutuskan masalah-masalah yang diperkarakan; 2). Orang
yang memutuskan masalah di antara manusia dengan hukum syara; 3).
Orang yang ditunjuk oleh negara untuk menyelesaikan perselisihan
tuntutan dan mengeluarkan hukum atau putusan yang dianggap sesuai
dengan undang-undang.

C. Syarat-syarat Menjadi Hakim

Menurut al-Mawardi, ada twjuh syarat’ untuk diangkat menjadi
hakim:

a. Laki-laki baligh. Abu Hanifah berkata, “wanita diperbolehkan
memutuskan perkara-perkara yang ia benarkan menjadi saksi di
dalamnya” Namun, Ibnu Jarir ath-Thabari berpendapat dengan
membolehkan wanita memutuskan semua kasus hukum. Ucapannya
tersebut ditolak ijma (konsensus ulama), dan firman Allah s.w.t.:

. an S pean B Jo2d Lol e 0 s Jl

Artinya: “Kaum laki-laki jtu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh

karena Allah s.w.t. telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas
sebahagian yang lain (wanita)”.

3 Ibrahim Anis, a/-Mujams, pp. 742-743.

4 Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi asy-Syafi’i, a/-Abkarn al-
Swltaniyah, (Beirut: Dar al-Fike, t.t.), p. 65.

5 Lihat Q.S An-Nisa |4]: 34.
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b.

d.

dnya, kelebihan dalam akal (kecerdasan), dan berpendapat. jadi
wanita tidak diperbolehkan memimpin bagi laki-laki. _
Mempunyai  akal untuk mengetahui  perintah  (/ak/if), mengetahui

tentang hal-hal yang penting (darmrr), mampu membedakan segﬁlﬂ
sesuatu dengan benar, cerdas, dan jauh dari sifat lupa.

Merdeka (bukan budak).’ Kekuasaan budak atas dirinya sendiri tdak
utuh atau sempurna, oleh karena itu & tdak bisa berkuasa atas Urdng
Jain, kesaksian budak dalam kasus-kasus hukum ticlak diterima, maka
sangat logis kalau status budak juga menghalangi penerapan hukum
olehnya dan pengangkatan dirinya menjadi hakim, Namun, SEATuS
budak tidak menghalangi untuk berfatwa, dan merwayatkan hadss,
karena farwa dan periwayatan hadis tidak mengandung aspek
kekuasaan. Jika budak telh bebas, i diperbolehkan menjabar sebagd’
hakim, kendati perwalian dirinya berada ditangan pemiliknya, karen?
nasab tidak masuk kriteria dalam kekuasaan hukum.

Islam. Karena lslam menjadi sayarat diterimanya kesaksian, firman
Allah s.w.t.

et e I LI
Ardnya: Dan Allah sow.t. sekali-kali tidak akan membari jalan kepﬂdﬂ
orang-orang kafir untuk memu snabkan ofang-orang yang beriman. .
Orang kafir tdak boleh menjadi hakim untuk kaum muslimin. Bag!
Abu Hanifah, Orang kafir boleh diangkat menjadi hakim untuk ofang’
orang kafir. Kendati pengangkatan orang kafir tersebur rerjadi dalam
rradisi  penguasa, namun  pengangkatannya  adalah pengangkﬁt““
menijadi pefabat, dan bukan pengangkatan menjadi hakim. Imam boleh
tidak menerima keputusan hakim fersebur. jika orang-orang menolak
membawa perkaranya kepada hakim kafir, mercka tidak boleh dipaks?
membawa perkaranyd kepadanya, karena hukum islam lebih layak
diterapkan terhaclap mereka,
Adil Artinya yaitu berkata dengan benar, jujur, bersih dari hal-hal yang&
diharamkan, menjau™ dosa-dosa, jauh dari sifat ragu-ragu tm-kcndﬂi
dalam agamanya dan dumianya® ’
Sehat pendengaran dan penglihatan, agar dengan pendengaran <fa?
penglihatan yang seha, i@ dipat menetapkan hak, mcmbédakan antard
pendakwa dengan terdkwa, membedakan ancarq pithak yang mengaky!

& Abu Ya'la Mubhammad hin al-lHasan hig Muhammad bin Khalaf al-barc. al-

Abkary al-Sultaniyah (Beirue: Dar al-tikr, tih), p. 71,

SOMORED IGEA Vol 9,

(2.5, An-Nisa {4} 141.
8 alVarra, ol Abkern. p. T2,

o 3 Ma 2010
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dengan pihak yang tidak mengaku, ia membedakan kebenaran dan
kebatilan, dan mengenali pihak yang benar dan pihak yang salah, Jika ia
buta kekuasaannya batal. Namun, Imam Malik membolehkannya
scbagaimana ia mengesahkan kesaksiannya. Jika ia tuli, maka ada
perbedaan pendapat di dalamnya seperti perbedaan tentang tuli dalam
jabatan imam (&halifah). Sehat organ tubuh tidak masuk syarat dalam
jabatan hakim, kendati sehat organ tubuh menjadi syarat dalam jabatan
imam. Ia diperbolehkan memutuskan perkara dengan duduk di atas
kursi karena sakit, kendati selamat dari cacat itu menjadi syarat utama
bagi seorang imam.

g. Mengetahui hukum-hukum syariat; ilmu-ilmu dasar (usul) dan cabang-
cabangnya (furu).

Ilmu-ilmu dasar dalam syariat ada empat yaitu: .

1. Mengetahuai kitabullah Agge e jalla dengan benar, hingga ia
mengetahui hukum-hukumnya yang nasikh (nash yang menghapus) dan
mansukh (nash yang dihapus), ayat-ayat mwbkam dan ayat-ayat
mutasyabihat, umum dan khusus.

2. Mengetahui sunnah rasulullah Shallallahu Alaihi wa sallam yang eksis;
ucapan beliau dan tindakannya, teknis penyampainnya; mutawatir atau
ahad, shabih dan tidaknya, dan penyebabnya.

3. Mengetahui penafsiran para generasi salaf dalam kesepakatan mereka
dan ketidaksepakatan mereka, agar bisa berhujjah dengan ijma, mereka
berijtihad dengan pendapatnya senditi dalam masalah-masalah yang
mereka perselisihkan.

4. Mengetahui qiyas yang mengharuskannya mengembalikan masalah-
masalah (cabang-cabang) yang tidak disebutkan dalam nash kepada
akarnya yang disebutkan dalam nash, hingga ia men dapatkan jalan
untuk mengetahui jlmu tentang kasus-kasus aktual dan membedakan
antara yang benar dan yang batil’

Jika seseorang memiliki kcerqpat ilmu dasar tentang syariat, ia
menjadi mujtahid dalam agama mJ d_Jperbolehkan berfatwa, memutuskan
perkara, dimintai fatwa, dan dimintai memutuskan perkara, Jika ia tdak
memiliki keempat ilmu dasar di atas dengan lengkap, ia tidak termasuk
mujtahid. Oleh karena itu, ia tdak diperbolehkan berfarwa dan
memutuskan perkara, Jika ia tetap diangkat sebagai hakim kemudian ia
memutuskan perkara dengan benar atau salah, maka pengangkatanya tidak
sah. Keputusannya, kendati sesuai dengan kebenaran, tetap tertolak,

9 Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi asy-Syafii, al-Abkarn,
pp. 66-67.
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kemudian keputusannya yang salah dialamatkan kepadanya dan kepﬂdﬂ
orang yang mengangkatnya sebagatl hakim.

D. Teknis Pengangkatan Hakim

Pengangkatan hakim disahkan dengan apa saja yang mengesahkan
pengangkatan jabatan-jabatan lainnya dengan syarat tambahan  yaitu
pernyataan langsung jika hakim berada di tempat pengangkatan, dan
dengan korespondensi jika ia tidak berada di tempat pengangkatan.
Pernyataan-pernyataan yang mengesahkan pengangkaran itu ada dua; 1).
Jelas (syarih) 2). Kiasan (kinayaly).

Pernyataan-pernyataan yang jelas itu ada empat, yaivw: Qafladtuka
(aku mengangkatmu),  wallaimka  (aku  menguasakan kepadamu),
astakblaitnka  (aku  menempatkanmu)  astanbattka  (aku  mewakilkan
kepadamu). Jika pengangkatan dengan menggunakan salah satu darl
keempat kata di atas, maka pengangkatan hakim sah, Kata-kata di atas
tidak lagi membutuhkan bukti dmbahan. Kalau pun bukti-bukti tersebut
ada, ia hanya sebagai penguat saja. v

Adapun pernyataan-pertyataan kiasan, terdiri atas tujuh macam
yaitu: [tamat i ‘alaka (aku bergantung kepadamu), ‘apwaltn ‘daika {aku
meletakkan  kepercayaan  kepadamw), radadtn  ilaika (aku  serahkan
kepadamu), ja'a/atn ‘watka (3ku berikan kepadamu), f awwadgin ‘alaika (aky
percayakan kepadamu), wakkaltu ilzika (aku wakilkan képadam W), dan
asnadin  ‘Hajka (aku sandarkan kepadamu) Karena kata-kara tersebut
mengandung  banyak penafsitan, - maka  tidak cukup  kuat untuk
mengesahkan jabatan, dibandingkan dengan kata-kara yang jelas seperti di
atas. Kata-kata kiasan tersebut menjadi kuat, jika didukung bukti-bukd
yang menghilangkan penafsiran jadi dengan dukungan bukti-buke lain,
kara-kata kiasan tersebut menjadi kata-kata yang jelas.”

Setelah  itu, kesempurnaan pengangkatan iabatan it sangat
ditentukan oleh penerimaan (awaban) pihak yang diangkat (mualla) ]ika
pengangkatan  dilakukan secara langsung, maka penetimaannya haras
dilakukan dengan jawaban secepap mungkin. Jika melaly korespondenst,
maka dibenarkan udak segera (menyusul). Ada perbedaan pendapat
mengenal sah ddaknya jawaban dengan kedipan maa, Sebahagiﬁn oran
membolehkannya dan

menjadikan  kedipan  mata seperti  ucapar

W al-Mawardi asy-Syafis, al-cAbkans, p. 69 Vihat jMga Sahabuddin fhrahim bin
Abdullah Ma'raf bin Al Dammi Mutautly, Kitab Adab -Qady’ (Beirut Dar '11-11 S
P. %3. . « 2

1 Mubammad bin Khalaf al-taeea, oo Abbam, po 74; § vy uga Abu Bakar bn
Hasan al-Kasnawiy, Alsbada al-Madarifs; Narab Irsyad af Salife, i Vi ;:; y /'K; ,lw .
(Betrue: Dar al-Fikr, tr), p. 289, : A0 gy Mtk JUE

(4
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Sebahagian yang lain, tidak membolehkannya hingga ia berkata dengan
mulutnya. Jadi penetimaan (jawaban) malla tidak sah dengannya. Jabatan
hakim sah dengan empat syarat betikut:

1.

mualli mengetahui bahwa mualla (pihak yang diangkat), memiliki sifat
yang membuatnya layak diangkat sebagai hakim. Jika mmalli tidak
mengetahui bahwa mualla mempunyai sifat yang membuatnya layak
diangkat sebagai hakim, maka pengangkatanya tidak sah. Jika mualli
mengetahui  sifatnya  setelah pengangkatannya, ia mengadakan
pengangkatan baru, dan mualli tidak boleh mengalihkan jabatan hakim
kepada orang lain.

mualli mengetahui hak mualla terhadap jabatan hakim, karena mmalla
memiliki sifat-sifat yang membuatnya berhak atas jabatan tersebut, dan
bahwa mmalli memberikan jabatan hakim kepadanya, dan dengan
demikian mmalla berhak atas jabatan tersebut. Namun, syarat ini sangat
ditentukan oleh penerimaan mualla dan boleh tidaknya ia mempunyai
wewenang, dan bukan syarat pada pengangkatannya. Ini berbeda
dengan syarat sebelumnya. Pengetahuan m#alli ini tidak disyaratkan
harus dengan melihat langsung, namun dibenarkan dengan informasi
yang diberikan kepza.c]izlny'.a_12

mmalli menyebutkan dengan jelas jenis pengangkatannya kepada
seseorang, apakah sebagai hakim, atau sebagai gebernur, atau petugas
penarik pajak. Karena syarat ini berlaku pada semua jenis
pengangkatan, maka diperlukan pengungkapan dengan jelas  jenis
pengangkatan tersebut, agar pihak mudla mengetahui bahwa
wewenangnya telah disahkan. Jika ia belum mengetahuinya,
pengangkatannya tidak sah.

daerah ketja harus disebutkan pada waktu pengangkatan, agar mialla
mengetahui persis tugas yang harus ia kerjakan. Jika ia tidak
mengetahui daerab kerjanya, kekuasaannya tidak sah. Jika kekuasaan
relah diberikan kepada mualla, kekuasaannya sah. Selain itu terdapat
syarat tambahan yaitu mualli mengumumkan pengangkatan mualla pada
warga di daerah kerjanya, agar mereka tunduk, patuh kepadanya, dan
mereka menerima keputusannya. Jadi ini syarat untuk menumbuhkan

kepatuharx.13

E. Tugas dan Kewajiban Hakim

Secara umum tugas hakim adajah:

12 al-Mawardi asy-Syaft’i, al-Abkam, p. 70; Lihat juga Imam Abi Abdullah

Muhammad bin 1dris al-Syaftiy, a/-Umm, Juz VI (Beirut: Dar al-Fikr, t.), p. 289.

13 al-Mawardi asy-Syaft’i, a/-Abkarn, p. 71.
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a. Memutuskan perselisihan, pertengkaran, dan komplik; dengan
mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara secara suka-rela, atau
memaksa keduanya berdamai.

b. Mengambil hak-hak dari orang-orang yang menundanya kemudian
memberikannya kepada hak yang menerimanya, setelah terbukt ia
sebagai pemiliknya dengan pengakuan dan barang bukdi.

c. Menjadi wali bagi orang yang dilarang bertindak karena gila, atau masih
kecil, atau menerapkan Ag/mu terhadap orang-orang yang berhak
dikenakan hgjr# dikarenakan kebodohannya atau pailit untuk m enjaga
harta dan memperbatki hukum-hukum akad di dalamnya.*

d. Mengelola harta-harta  wakaf dengan menjaga harta pokoknya,
mengembangkan cabang-cabangnya, menahannya, dan
mengalokasikannya ke posnya. Jika harta wakaf mempunyai pihak yang

berhak mengelolanya, dan mengawasinya dan mengelolanya pada
kondisi darurat.

e. Melaksanakan wasiat-wasjat berdasarkan Syarat-syarat pemberi wasiat
dalam hal-hal yang diperbolehkan syariat, dan tid

: ak melanggarnya. Jika
wasiat tersebut dikhususkan untuk orang-oran et

g tertentu, maka
pelaksanaannya dengan segera menyerahkannya kepada mereka. Jika
wasiat tersebut untuk Orang-Orang yang mempunyai kriteria-kriteria
tertentu, maka untuk melaksanakan wasiat tersebyt beriitihad euna
menentukan siapa yang berhak menerimanya dan m;ngon’troln ag"lika
sudah ada pihak lain yang ditunjuk melaksanakan wagiay tersebZt )dan
mengelolanya pada kondisi darurat. ’

f. Menikahkan gadis-gadis dengan orang-orang Yang sekufu, jika mereka
tidak mempunyai wali dan sudah memasuki ysj, nikah i\], a meAbu
Hanifah tidak menjadikan hal ini sebagaj bagian dari tuamur;; "
karena menurutnya, wanita-wanita itu dibolehkan melancs gai a krn(i
nikah sendiri. gsungkan aka

. Melaksanakan budud (hukuman syar's) kepada orane.

’ menerimanya. Jika menyangkut hak-hai A]lat}?nfgrfng yz;ng berhak
sendiri tanpa penggugat, jika telah terbukg dengar; ) ;nne 1ksanalc<ian
barang bukti. Jika menyangkut hak-hak manusis elpk gakuan dan
ditentukan oleh permintaan penggugat. > Pelaksanaan hudud

. Memikirkan kemaslahatan Ymum di wilayah ke

segala garguan di jalanjalan dan h’;lmllfi’ﬁ;‘g;‘;‘e“gm melarang
merUnthkan b angunan-bangtnan ilega | Hakim dibenn kl'umah,. dan
kendati tidak dihadiri salah satu dari pihak yang bel’perk::a an bertindak

" Imam Abi Walid Muhammad ibn Ahmad jbn Rusdi al- :
Mujtahid wa Nibayatn al-Muktasid, Juz V1 (Beirut: Dar al-Kutub 4] Qurtubiy, Bidayatu al-
207. ;

Umiyah, t.), pp. 206-

SOSIO-RET IGIA, Vol 9, No. 3, Mei 2010




Misbahuddin: A/-Qadd dalanr Perspekti f Siyasah niensurnt Pandangan al-Mawardi 891

1. Mengawasi para saksi dan pegawainya dan memilih orang-orang yang
mewakilinya yang “bersih“, dan istigamah, dan memecat jika mereka
“tidak bersih”, dan berkhianat.

] Menyamakandalam hukum antara orang yang kuat dengan orang yang
lemah, adil dalam memberikan keputusan kepada orang terhormat
dengan orang pinggiran, tidak menuruti hawa nafsunya dalam
mengurangi hak pihak yang benar, serta tidak bermain mata dengan
pihak yang salah.”

F. Hukum MemintaJabatan Hakim

Permintaan menjadi hakim mempunyai tiga bentuk. Pertama, yang
menjabat sebagai hakim adalah orang yang tidak kredibel, karena ilmunya
tidak sempurna atau karena terbukt ketidakadilannya. Untuk itu,
seseorang melamar jabatan hakim untuk mengambil jabatan tersebut
dipegang orang yang berhak menjabatnya. Ini termasuk dalam cakupan
menolak kemungkaran, kemudian ia berpikir dengan cermat. Jika tujuan
terbesarnya ialah mengikis orang-orang yang tidak layak menyandang
jabatan, ia mendapatkan pahala. Jika sebagian besar konsentrasinya
diarahkan untuk menangani kasus-kasus hukum, maka diperbolehkan.

Kedna,Jabatan hakim dipegang oleh orang yang berhak menjabatnya,
namun orang yang melamar jabatan hakim tersebut ingin mengambil alih
jabatan hakim dari hakim tersebut, karena permusuhan antara dia dengan
hakim tersebut atau karena ia ingin mendapat manfaat dengan jabatan
hakim. Permintaan seperti ini dilarang, dan dengan permintaan seperti ini
cacat hukum. o

Ketiga Jika tujuan lamarannya menjadi hakim karena didorong
keinginannya untuk mendapatkan gaji hakim dari baitul mal (kas negara),
lamarannya diperbolehkan. Jika lamarannya karena ingin menegakkan
kebenaran, dan ia takut jabatan hakim 1ni dipegang orang yang tidak layak
menjabatnya, maka disunnahkan. Jika tujuannya melamar jabatan hakim
karena ingin menyombongkan diri dengan jabatan hakim dan mencari
kedudukan semata, maka ulama tidak sepakat membolehkannya dan
mereka berbeda pendapat mengenai makruh tidaknya keinginan seperti

itm.”

15 )-Tabariy/ebtilafu al-Fugaha, (Beirut: Dar al-Kutub al-Timiyah, tt.), pp. 20-21.
16 g)-Mawardi asy-Syafi’i, a/-Abkarn, p. 75.
17 Jid,, pp. 75-76.
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G. Jabatan Wali Pidana (Wilayatu al-Mazalim).

Tugas wali pidana ialah mengajak para pelaku pidana kepada
keadilan dengan menakut-nakuti mereka, dan melarang pihak-pihak yang
berperkara dari saling memusuhi dengan mengancam mereka. Syarat-
syarat yang harus dimiliki seseorang untuk menjadi wali pidana antara lain
adalah memiliki kedudukan yang tinggi di mata masyarakat, perintahnya
dipatuhi, berwibawa, “bersih”, tidak ambisius, dan sangat wara’ (menjauhi
maksiat dan hal-hal yang subbal), karena dalam menjalankan tugasnya ia
membutuhkan gabungan dua sifat sekaigus; ketegasan aparat keamanan,
dan keterangan hakim. Dengan kedudukannya yang tnggi, wali pidana
berhak mengeluarkan perintah kepada aparat keamanan, dan hakim.,

Jika wali pidana termasuk pejabat yang menangani urusan-urusan
umum, seperti para menteri atau para gebernur, untuk menangani urusan-
urusan umum tersebut ia tidak membutuhkan pengangkatan baru. Dengan
otofitasnya yang luas, ia berhak menangani urusan-urusan umum.

Jika wali pidana tidak diberi mandat untuk mempunyai otoritas luas,
ia membutuhkan pengangkatan, jika ia mempunyai syarat-syarar yang telah
disebutkan sebelumnya. Orang yang berhak diangkat menjadi wali pidana
ialah ofang yang berhak dipilih menjadi putra mahkota, atau menteri
tafwidy (plenipotentiary), atau gubernur propensi jika ia mempunyai
otoritas luas untuk menangani kasus-kasus pidana.

Jika otoritasnya terbatas hanya merealisair apa yang tidak mampu
disahkan hakim, ia diperbolehkan tidak memilik Syarat-syarat di atas
secata lengkap. ltupun setelah ia diketahui tidak takyt cercaan orang lain
dalam membela kebeparan dan kerakusannya  tidak membuatnya
menetima uvang suap, Rasulullab sa.w. pernah Menangani kasus pidana air
minum yang diperebutkan Zubair ibn Awwan dengan salah seorang dari
kaum Anshar. Beliau hadir senditi dalam Penanganan kasug gidal’\if1
tersebut.” Beliau bersabda kepada Zubair: P
“Minumlab engkau wahai Zubair kemudian orang Anshar? Orano Anshar
berkata, “(engkau mepdahulukan Zubair), karena 2 saudara rz(rg)isaﬂmu
wahai rasulullah!” Rasulullah sa.w. mendengar ucapan oran Ansaha;
tersebut, kemudian bersabda keada zubair ibn AWWan, Haj 7ub%1'r lirkan
aiy minum ini ke perut orang Anshat ini hingga air me;‘xca 123 akedua
tumitnya.”(Diriwayatkan oleh al-Bukhati dan Muslipy, Abu pD d, at-
Tirmidzi, an-Nasai, Ibn Majah, dan Ahmad), ’ aud, @

Rasulullah s.a.w. menyuruh Zupair bin Awwan i i
perut orang Anshar sebagai pelajaran baginya atas r;@?;zfgfi:iﬂfll{gagz

*® al-Qurtubiy, Bidayatu, p. 28; Lihat juga Munawis Siadzal; -
Ajaran, Sejarab dan Pewikiran, Cet. 1, (Jakarta: Pustakq PClaiar] 192;;1)’ [I;la(f; dan "l ata Negara;
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beliau. Pada zaman khulafaurrasyidin, tidak ada seorang pun diangkat
menjadi wali pidana, karena pengaruh agama yang kuat pada masa itu,
membuat orang bertindak dengan benar, dan pesan-pesan agama
mencegah mereka dari bertindak zalim terhadap orang lain. Perselisihan-
perselisiahan yang terjadi di antara mereka hanya berkisar pada perkara-
perkara syubbat yang kemudian dijelaskan oleh hakim. Jika salah seorang
dari orang-orang Arab kampung cenderung bertindak zalim terhadap
orang lain, maka pesan-pesan agama menghentikannya, dan sikap tegas
kepadanya membuat menjadi baik. Jadi para khulafaurrasyidin
menyelesaikan persengketaan-persengketaan yang terjadi di antara mereka
melalui keputusan hakim karena mereka tunduk kepada keputusannya.

Ketika kepemimpinan Ali ibn Abu Thalib ra angak kendor, manusia

mengalami ketidakjelasan tentang kepemimpinannya, dan mereka mulai
cenderung bertindak menyimpang, oleh karena itu, ia membutuhkan
peningkatan sikap tegas dalam polittknya, dan peningkatan kesadaran
untuk membongkar hukum-hukum yang belum jelas. Jadi dialah orang
yang pertama kali menempuh cara ini dan tidak menggunakan sistem wali
pidana, karena tidak membutuhkannya. Ia menyelesaikan kasus bayi yang
diperebutkan dua orang wanita dengan keputusan hakim."”
' Sepeninggal Al ibn Abu Thalib ra, manusia melakukan tindak
pidana dengan terang-terangan. Pesan-pesan agama tidak lagi mampu
menghentikan tindak  pidana  mereka. Oleh karena ijtu, untuk
menghentikan tindak pidana mereka, maka mereka membutuhkan wali
pidana yang mempunyai dua kemampuan sekaligus, yaitu kekuatan aparat
negara, dan keadilan hakim. '

Orang yang pertama kali menyediakan hari khusus untuk
memikirkan laporan-laporan tindak pidana secara tidak langsung ialah
Abdul Malik ibn Marwan. Jika ja mendapatkan ketidakjelasan tentang
tindak pidana atau membutuhkan keputusan hukum yang kuat, ia
mengembalikannya kepada hakimnya, Abu Idris al-Audi. Yang bertindak
sebagai tenaga pelaksana, sedang Abdul Malik ibn Marwan bertindak
sebagaj pemerintah.

Selain itu, ketidakjelasan para penguasa dan kezaliman mereka
semakin menjadi-jadi, dan tidak ada yang bisa menghentikan mereka
kecuali orang yang lebih kuat, dan perintahnya dipatuhi. Umar bin Abdul
Azis Rahimahumullah adalah oarng yang pertama kali menangani kasus
pidana, dan memperhatikan sunnah-sunnah. Ja kembalikan madzlimah
(harta yang diambil dengan zalim) Bani Umayyah kepada pemiliknya.

19 Ahmad Taqiy al-Din Ibn Taimiyah, #/-Siyasab al-Syariyah, (Qairo: Dar al-Sya’b,
1980), p. 30.
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Langkah positipnya ditiru para khalifah Dinasti Abbasiyah. Khalifah
Dinasti Abbasiyah yang pertama kali melakukannya adalah al-Mahdi,
kemudian al-Hadi, kemudian Harun al-Rasyid, kemudian al-Makmun, dan
Khalifah terakhir Dinasti Abbasiyah yang melakukannya adalah al-
Muhtadi. Pada masa pemetinthannya, semua kekayaan yang pernah
diambil pihak lin dikembalikan kepada pemiliknya. Raja-raja persia
berpendapat, bahwa penanganan kasus pidana adalah pilar-pilar negara,
dan undang-undang yang adil, karena kemaslahatan umum tidak terwujud
kecuali dengannya, dan keadilan tidak tercipta kecuali dengannya pula.20

H.Tugas Wali Pidana

Ada sepuluh tugas yang harus ditangani wali pidana. Kesepuluh
tugas tersebut adalah sebagai berikut: Pertama, menangani pelanggaran
hukum yang dilakukan para pejabat terhadap rakyatnya, dan segala
penyimpangan mereka ketika berkuasa. Inilah salah satu tugas wali pidana.
Tugasnya tidak terbatas banya menangani pengaduan orang yang
teraniaya. Namun, ia juga bertugas mengetahui sepak terjang para
penguasa dan mengenal betul sejuruh perilaku mercka, agar ia bisa

mendukung mereka jika mereka berbuat adil, mencegah mereka jika
mereka berbuat sewenang wenang,

dan mengant "
berbuat tidak adil. gantl mereka jika mereka

Kedua, memeriksa kecurangan para petugas penarik zakat atau pajak
dalam menjalankan tugasnya, 1a lihat tarip yang adil di dokomen negara,
kemudian menyuruh rakyat dan para petugas penarik zakat dan pajak
konsekwen dengan tarip tersebut. Ia kaji dengan teliti vang hasil pungli
yang diminta para petugas penarik zakat dan pajak dar rakyat. Jika mereka
menyerahkan uang hasil pungli kepada Baitul Ma (kas' negara), ia
perintahkan Baitul Ma) (kas negara) menolak menerimanya ]ikag me;eka
mengambil uang pungli untuk diri mefeka, i, diperin)t’aﬁkan ereka
mengembalikannya kepada para pemiliknya, ,

Ketiga, rnemzriikSa hasil licel‘ia para penulis dokumen, karena mereka
orang Orang yang dipercayal kaum muslimin > !
dan hak inereka dalam harta meraka. Wali Pidani;ull)trg;n;?tat kiwa};ll;i;
kerja para penulis dokumen. Jika mereka melakukan cmeniksa dan
penambahan jumlah pemasukan dan pengeluaran o pen§urangan j
sikap mereka seperti itu bisa diterima. ang dengan benaf,

Keempat, menyetidiki pelanggaran hyk _
para pegawai negeti; apakah gaji rr%greka kutarlllg,1 ata(::e;zzzga;;i)a;e;?::iﬁ

2 Muhammad Husain Haikal, a/-Hukunmah 4. ; . :
1983), p. 50, 7> ablslamiyah, (Qairo: Dar al-Maarif,
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tertunda? Ia harus serius memikirkan mereka. Ia buka dokumen negara
untuk melihat berapa sebenarnya gaji yang adil untuk mereka, kemudian ia
menggaji mereka dengan gaji yang adil. Selain itu ia juga harus memikirkan
sebab-sebab gaji mereka dikurangi, atau merak tidak diberi gaji. Jika gaji
mereka telah diambil atasannya maka atasannya diminta untuk segera
mengembalikan gaji kepada mereka. Jika atasannya tidak mengambilnya,
gaji mereka diambilkan dari Baitul Mal (kas negara).”

Kelima, mengembalikan harta rampasan kepada pemiliknya. Hasil
rampasan terbagi dua; pertama, harta rampasan yang diambil penguasa
yang tranik, seperti misalnya penguasa tiranik mengambil aset milik
rakyat, karena ia menginginkannya untuk dirinya sendiri, atau karena ingin
menyakiti pemiliknya. Jika wali pidana mengetahui kasus ketika ia
memeriksanya, ia menyuruh penguasa tiranik tersebut mengembalikan
harta yang telah dirampasnya kepada pemiliknya sebelum kasusnya
diadukan kepadanya. Jika wali pidana tidak mengetahui kasus di atas, maka
penaganan kasus di atas sangat tergantung kepada pengaduan pihak
korban kepadanya. Dalam menangani pengaduan pihak korban, wali
pidana diperbolehkan merujuk kepada dokumen negara. Jika di dalam
dokumen negara disebutkan kepemilikan pihak korban atas harta yang
dirampas penguasa tiranik, ia menggunakan data dokumen negara
tersebut, dan memerintahkan penguasa tiranik mengembalikan harta yang
telah dirampas kepada pemiliknya. Ia tidak perlu menggunakan barang
bukti untuk memperkuat pemilikan pihak korban atas harta tersebut,
karena data dokumen negara sudah cukup dijadikan acuan.

Kedua, harta rampasan yang diambil orang-orang kuat. Dengan
menggunakan kekuatannya, mereka bertindak seperti layaknya pemilik
harta tersebut. Penanganan kasus ini sengat terkait dengan pengaduan
pemilik harta. Wali pidana tidak boleh mengambil harta tersebut dari
tangan orang yang merampasnya, kecuali dengan empat syarat, keempat
syarat tersebut dalah sebagai berikut:

1) Pengakuan dari pihak perampas. . ‘

2) Kasus perampasan tersebut  diketahui wali pidana. Jadi ini
diperbolehkan memutuskannya berdasarkan pengetahuannya.,

3) Barang bukti yang menjelaskan bahwa pihak perampas telah merampas
harta tersebut atau bukt tersebut menjelaskan bahwa harta rampasan
tersebut betul-betul milik pihak korban.

4) Banyaknya pihak yang member1 informas! kasus perampasan di atas.
Para pemberi informasi mustahil bersekongkol berbohong, dan

2 frfan A. Hamid Fatah, Naghariyah Wilayah al-l'akih, (Amman, Jotdan: Dar
Ammar, 1989), p. 40.
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informasi yang mereka berikan itu tidak meragukan. Karena para saksi
diperbolehkan bersaksi untuk mengesahkan kepemilikan harta
berdasarkan informasi banyak orang, maka wali pidana lebih berhak
memutuskan perkara berdasarkan informasi-informasi tersebut.?

Keenam, Menangani harta wakaf. Harta wakaf terbagi dua; umum
dan khusus. Terhadap harta wakaf yang bersifat umum, wali pidana
berhak mengadakan penyelidikan tethadapnya kendati tidak ada pihak
pengadu di dalamnya, agar ia bisa memprosesnya sesuai dengan hukum
yang berlaku dan mengelolanya berdasarkan syarat-syarat yang ia setujui,
Jika ia mengetahui syarat-syarat tersebut dari salah satu dari tiga nara
sumbher;

1. Dari dokumen hakim yang diberi mandat untuk menjaga konstitusi.

2. Dari dokumen negara tentang muamalah (tansaksi), dan nama pemilik
harta. .

3. Dari dokumen-dokumen klasik yang kebenarannya diakui jiwa kendati
dokumen-dokumen klasik tersebut tidak didukung dengan para saksi,
karena ia (wali pidana) tidak memiliki kejelasan siapa sebenarnya pihak
yang berperkara dalam kasus ini. .

Adapun penanganan harta wakaf yang bersifat 'I'{husus, maka
penanganannya sangat terkait dengan pengaduan pe-rruhkn}.ra, karena?
pihak-pihak yang berperkara bisa diketahui dengan jelas. Jika terjadi
petsengketaan di dalamnya, wali pidana menanganinya berdasatkan hak-
hak yang ada pada hakim. la tidak boleh merujuk kepada dokumen negara,
atau dokumen klasik jika dokumen klasik tersebut tidak didukung oleh
para saksi yang adil.”

Ketujuh, mengeksekusi hukuman yang tidak mampu dieksekusi para
hakim, karena mereka tidak mampu mengeksekusinya atau karena mereka
takut kepada terdakwa yang lebih terhormat dari pada dirinya, atau
terdakwa tersebut “orang kuat”, atau orang penting. Dalam kasus ini, wali
pidana lebih berpengaruh, dan keputusannya lebih kuat. Oleh karena itu,
ia berhak memvonis terdakwa dengan mengambil apa yang ada padanya,
atau mewajibkannya membayar gand rugi.

Kedelapan, menangani kepentingan-kepentingan umum yang tidak
mampu ditangani para muhtasib (petugas hisbah), misalnya orang yang
terang_terangan mengetjakan kemungkaran dan muhtasib (petugas hisbah)
tidak mampu meredamnya, atat gangguan di jalan raya yang tidak mampu
mereka cegah, atau manipulasi hak yang tidak mampu mereka larang. Wali

Z Yusuf al-Qaradhawy, Min Fight Dantab Vi al-lslam, terj. oleh Kathur Suhardi

dengan judul Figib Daulah dalam Perspeksif al-Qur'an  dan Sunnab, Cet, 1, (Jakarta: Pustaka
al-Kausar, 1997), p. 71.

B Ali Abd al-Rasyid, a/-Islam wa Usul al-} lukosrs, (Qairo: Dar al-Maarif, 1925), p. 60.
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pidana lebih berhak menerintahkan mereka menunaikan hak-hak Allah
s.w.t. pada semua orang dan menyuruh mereka menunaikannya sesuai
dengan semestinya.

Kesembilan, mengawasi pelaksanaan ibadah-ibadah yang terlihat,
misalnya shalat jumat, shalat hari raya, haji dan jihad. Wali pidana bertugas
memeriksanya apakah terjadi pelanggaran terhadapnya, atau syarat-
syaratnya dipenuhi atau tidak? Karena hak-hak Allah Ta%la itu wajib
dipenuhi, dan kewajiban_kewajiban-Nya harus dilaksanakan.

Kesepuluh, mengani pihak.pihak yang berperkara, dan memberi
keputusan hukum kepada mereka. Penanganan wali pidana tidak boleh
keluar dari tuntutan kebenaran. Ia tidak boleh memutuskan perkara
mereka kecuali seperti keputusan hakim, karena bisa jadi keputusannya
berbeda dengan keputusan hakim. Akibatnya, ia bertindak tidak adil dalam
mengeluarkan keputusan hukum, dan keluar dari batasan yang ia tidak

boleh keluar daripadanya.™

I. Perbedaan Antara wali pidana dan Hakim

Wali pidana mempunyai sepuluh perbedaan dengan hakim.

Kesepuluh perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:

a) Wali pidana mempunyai otoritas dan kekuasaan yang lebih kuat untuk
mencegah terjadinya permusuhan di antara pihak-pihak  yang
bersengketa, dan melarang orang-orang kuat mengalahkan orang lain.

b) Tugas wali pidana keluar dari ruang lingkup hal-hal Wajib yang sempit
menuju ruang lingkup hal-hal yang diperbolehkan (wubafh) yang amat
luas. Jadi ruang lingkup ketja wali pidana itu lebih luas.

¢) Selain diperbolehkan mgnggungkan metode intimidasi dalam
mengungkap kasus, wali pidana dxperbole_hkan menggunakan sinyal-
sinyal dan tanda-tanda yang terlihat 'pada pihak-pihak yang berperkara,
dan itu tidak boleh dilakukan hakim. Dengan cara seperti itu, wali
pidana bisa melihat kebenaran, dan mengetahui mana pihak yang benar
dan mana pihak yang salah. _ _

d) Terhadap orang yang terbukti b@r b‘fa.t Pldana (Ralim), wali pidana
berhak menjatubkan % (sanksi disiplin) kepadanya. Begitu juga
terhadap orang yang terbukti bertindak sewenang-sewenang,

¢) Wali pidana diperbolehkan me_l'mnda pengeluaran vonis hukum kepada
p;ihak-pihak yang berperkara jika terdapgt' kengkjelaSan dalam kasus
dan hak mereka, agar dengan Cara seperti itu, 1a bisa bertindak cermat
dalam membongkar kasus mereka. Hal ini tidak diperbolehkan

2t gl-Tabariy, 1ebsilaf, pp. 20-21; Lihat juga John L Lisposito, Isam and Politics
(New York: Syracuse University Press, 1989), p. 70.
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dilakukan hakim, karena jika ia diminta salah seorang dati pihak yang
berperkara untuk mengeluarkan vonis hukum, ia tidak boleh
menundanya, sedang wali pidana diperbolehkan menunda vonis
hukum ?

f) Jika pihak yang berperkara tidak mencapai kata sepakat dalam
perkaranya, wali pidana diperbolehkan menolak menangani kasus
tersebut dan meminta pihak ketiga yang bisa dipercaya untuk
mengakhiri perkara mereka dengan perdamaian suka sama suka.
Sedang hakim, tidak boleh bertindak seperti itu

g) Wali pidana diperbolehkan berinteraksi dengan pihak-pihak yang
berperkara jika terlihat gejala-gejala permusuhan pada mereka, dan
mewajibkan mereka memberi garansi (jaminan) pada kasus-kasus
dimana pemberian jaminan (garansi) dibenarkan di dalamnya, agar
pihak-pihak yang berperkara berbuat adil terhadap lawan perkaranya,
tidak saling memusuhi, dan tidak saling berbohong.

h) Wali pidana diperbolehkan mendengar kesaksian orang-orang yang
tidak diketahui identitasnya, hal ini keluar dari tradisi hakim
mendengar kesaksian orang-orang yang adil.

) Wali pidana diperbolehkan menyuruh Para saksi bersumpah, jika ia
meragukan merelga, diﬂ mereka bersumpah dengan sukarela, serta
jumlah mereka banyak, agar kerapu-kera ’
]hilang. Hal ini tidak boleh diglakukan %Zkim. Buannya tethadap mereka

) 'Wf/'ah pldgna diperbOlehkgl? Mengundang para saksi dan menanyakan
informasi yang mereka miliki tentang kasus yang diperebutkan pihak-

4 umumnya ia menyuruh
dak mendengarnya kecuali

yang hanya

terdakwa menghadirkan barang bukd, dan t

Inilah sepuluh point yang membedakan antarg wali pidana dan

hakim dalam penanganan kasus persengketaan i L
atas, keduanya memiliki kesamaan 2 gictaan. Selain kesepulup poin di

J. Penutup

Mempunyai akal; 3). Merdeka dan
Sehat Pendengaran dan penglihata

syara,

). Islam; 5). Adil; 6)

% dan 7). Mengetahui hukym.hukum

S al-Kasnawiy, Ashada, P. 290,
% Ibid., p. 290.
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Adapun teknis pengangkatan hakim dalam kaitannya sah atau
tidaknya pengangkatan tersebut, sangat terkait dengan pernyataan dari
mualli (penguasa) apakah disertai dengan pernyataan-pernyataan yang jelas
(syarib) atau kinayah (kiasan). Kalau menggunakan pernyataan yang jelas
seperti Qalladttuka, Wallaituka, Astakhlaituka, dan astanbattuka gnlmka
pengangkatan hakim tesebut adalah sah. Jika sekiranya men gg’unakan
pernyataan kinayah, maka perlu didukung bukti-bukti yang lain untuk
memperkuat pernyataan kiasan tersebut.

Sementara tugas dan kewajiban hakim adalah sebagai berikut:
Memutuskan perselisihan, pertengkaran dan mendamaikannya, me nja d1
wali bagi orang yang tidak bisa bertindak, Mengelola hart,:a wakaf
melaksanakan wasiat-wasiat yang telah diamanahkannya, Menikahkan
gadis-gadis yang sekufu, Melaksanakan hudud, Memikirkan kemaslahatan
umum dan menyamakan kedudukan setiap orang di mata hukum yamng

menutut keadilan.
Adapun hukum meminta jabatan hakim adalah ulama sepakat tidak

membolehkan, kalau tujuannya ha.nya untuk menyombongkan diri dan
kepentingan pribadi semata, tetapi kalau tujuannya untuk menegakkan
kebenaran dan disertai niat yang baik, karena alasan orang yang menjabat
hakim tersebut tidak kredible, tidak adil atau sewenang-wenang, maka hal

tersebut dibolehkan.
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